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 Penelitian ini membahas permasalahan yuridis dalam pengelolaan 
sampah berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan ekonomi 
masyarakat, dengan menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Fokus kajian diarahkan pada 
bagaimana ketentuan hukum tersebut mendorong peran serta 
masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem pengelolaan sampah, 
khususnya melalui mekanisme bank sampah. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode analisis 
yuridis normatif, didukung oleh studi pustaka dan data sekunder dari 
peraturan perundang-undangan. Teknik analisis dilakukan melalui 
interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku dan penelaahan 
terhadap praktik pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui bank 
sampah mampu memberikan kontribusi ekonomi nyata, antara lain 
peningkatan pendapatan rumah tangga, penghematan biaya pengelolaan 
sampah, dan penciptaan lapangan kerja informal. Selain manfaat 
ekonomi, bank sampah juga memperkuat aspek edukatif dan 
pembentukan perilaku lingkungan yang positif. Penelitian ini 
merekomendasikan agar pemerintah daerah mengembangkan regulasi 
turunan yang mendukung insentif partisipatif, memperkuat edukasi 
hukum lingkungan, dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk 
mendukung keberlanjutan bank sampah. Temuan ini memberikan 
kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif 
dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah, serta memperkaya 
diskursus hukum lingkungan dengan menegaskan pentingnya kolaborasi 
antara hukum, masyarakat, dan ekonomi dalam mewujudkan 
pengelolaan sampah yang efektif. 
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Tinjauan regulatif dan ekonomi atas pengelolaan sampah... 

Pendahuluan 
Permasalahan sampah menjadi isu yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dan pola konsumsi masyarakat (Badrukamal & Dirgawati, 2024; Muchsin & Saliro, 2020). 
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 
2020, Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah, dengan 17% di antaranya merupakan 
sampah plastik yang sulit terurai secara alami (Zainuddin, 2023). Salah satu penyumbang utama adalah 
limbah kemasan sekali pakai yang terus meningkat akibat pola konsumsi masyarakat modern (Lestari 
et al., 2024; Sidarta, 2021). Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih menganggap sampah sebagai 

barang tidak berguna dan hanya sebatas limbah yang harus dibuang, padahal sampah memiliki potensi 
ekonomi jika dikelola dengan baik (Khairani, 2021; Male et al., 2024).   

Pendekatan konvensional dalam pengelolaan sampah, yaitu kumpul-angkut-buang ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA), telah terbukti tidak efisien (Kultsum & Nurdin, 2024; Maknun, 2021). 
Penumpukan sampah di TPA dapat melepaskan gas metana (CH4), yang merupakan gas rumah kaca 
penyebab pemanasan global (Dhanti, 2024; Mudviyadi, 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma 

baru yang memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk 
produksi energi, kompos, bahan baku industri, hingga membuka peluang usaha dan lapangan kerja 
(Anaroga et al., 2024; Fauziah et al., 2021). Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya mencakup 
penanganan teknis seperti pemilahan dan pengangkutan, tetapi juga tindakan pengurangan melalui 
pendekatan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) (Andaryani et al., 2023; Febriani et al., 2020).  

Salah satu bentuk implementasi dari paradigma baru ini adalah Bank Sampah, yaitu sistem 

pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang memungkinkan masyarakat memilah dan menabung 
sampah yang dapat didaur ulang untuk ditukar dengan insentif ekonomi (Nenobais, 2021; Nurikah, 
2022). Program ini telah diterapkan di berbagai wilayah, termasuk melalui inisiatif Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes), sebagai bagian dari upaya desentralisasi pengelolaan limbah dan pemberdayaan 
masyarakat (Pramudya, 2022; Siregar, 2024). Namun demikian, program Bank Sampah masih 
menghadapi berbagai hambatan dalam implementasinya, khususnya dalam aspek hukum dan regulasi, 

seperti lemahnya dasar hukum operasional, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakjelasan 
status kelembagaan Bank Sampah itu sendiri (Dwi Pujiyanto, Juliansyah, 2021). 

Studi-studi sebelumnya telah banyak menyoroti efektivitas teknis dan sosial dari Bank Sampah. 
Misalnya, penelitian oleh Pramesi (2022) menunjukkan bahwa Bank Sampah mampu meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta menumbuhkan semangat kolektivitas di 
lingkungan perkotaan. Sementara itu, studi dari Haryanti et al. (2020) menemukan bahwa program ini 

juga berdampak positif pada kebersihan lingkungan dan pengurangan volume sampah yang dibuang 
ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di sisi lain, Damayanti et al. (2024) menekankan peran edukasi 
dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan Bank Sampah. Meski demikian, 
literatur yang membahas secara mendalam aspek hukum yang mengatur keberlanjutan program Bank 
Sampah, serta kajian sistematis tentang kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di 
tingkat lokal, masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mengisi kekosongan ini agar dapat 

memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang keberadaan Bank Sampah sebagai instrumen 
kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga pada aspek legal dan 
kesejahteraan masyarakat. 

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis hukum pengelolaan sampah berbasis masyarakat 
melalui Bank Sampah dalam konteks daerah pedesaan, dengan studi kasus di wilayah Jawa Tengah. 
Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup diimplementasikan di tingkat lokal. Secara khusus, penelitian ini akan 
menelaah hambatan hukum yang mencakup lemahnya penegakan regulasi, kurangnya sinkronisasi 
antar lembaga, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang menjadi dasar 
pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan fokus pada regulasi nasional maupun kebijakan 

daerah yang relevan, serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi di tingkat lokal, 
termasuk hambatan hukum seperti lemahnya penegakan peraturan, rendahnya kepatuhan 
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masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarlembaga. Selain itu, penelitian ini bertujuan 

mengevaluasi efektivitas program Bank Sampah sebagai model alternatif dalam pengelolaan limbah 
yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan teknis, tetapi juga melibatkan pemberdayaan 
masyarakat secara aktif.  

Dari sisi ekonomi, penelitian ini akan menjelaskan kontribusi program Bank Sampah terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja informal, 
peningkatan pendapatan rumah tangga dari hasil daur ulang dan tabungan sampah, serta efisiensi 

biaya dalam sistem pengelolaan limbah di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Temuan dari studi ini juga 
dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, 
organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, sebagai rujukan dalam merancang dan 
mengimplementasikan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada lingkungan, 

tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi lokal dan ketahanan sosial masyarakat. 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis yuridis normatif, 
yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kerangka hukum terkait pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat, serta mengevaluasi kontribusi dan tantangan implementasi program Bank 
Sampah dalam konteks kebijakan nasional dan lokal. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian 

antara sifat masalah hukum yang dikaji—yaitu regulasi yang berlaku dan praktik implementatifnya—

dengan pendekatan yang mampu memberikan pemahaman sistematis terhadap norma hukum, 
interpretasi pasal, dan aplikasinya dalam realitas sosial. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier: (1) Data 
primer meliputi dokumen hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan pelaksana turunannya seperti Peraturan Pemerintah 
dan Peraturan Menteri; (2) Data sekunder mencakup literatur ilmiah seperti jurnal hukum, hasil 
penelitian terdahulu, artikel akademik, serta laporan kebijakan dari lembaga pemerintah dan 
organisasi non-pemerintah; (3) Data tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat 
pemahaman konsep, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori perundang-undangan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dokumentasi 
terhadap regulasi yang relevan, serta wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, 
termasuk pengelola Bank Sampah, pejabat dinas lingkungan hidup, dan tokoh masyarakat lokal di 
daerah studi kasus. Pemilihan wawancara bertujuan untuk memperkaya data normatif dengan 
perspektif empiris yang menunjukkan dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. 

Dalam hal analisis data, digunakan metode interpretasi hukum yang mencakup penafsiran 

sistematis, historis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis 
normatif ini kemudian dikontekstualisasikan dengan temuan empiris untuk mengidentifikasi 
kesenjangan antara regulasi dan praktik implementasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 
indikator keberhasilan implementasi, seperti jumlah Bank Sampah yang beroperasi di suatu wilayah, 
tingkat partisipasi masyarakat, peningkatan pendapatan dari kegiatan daur ulang, serta efisiensi 
pengelolaan limbah rumah tangga. 

Penelitian ini turut mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, seperti ketidaksesuaian regulasi 
antarlevel pemerintahan, lemahnya kelembagaan Bank Sampah, serta rendahnya literasi hukum di 
tingkat lokal. Berdasarkan hasil temuan, disusun pula rekomendasi kebijakan untuk mendukung 
keberlanjutan program, termasuk usulan harmonisasi regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. 
Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah studi yang terbatas dan dominasi 
sumber data sekunder. Keterbatasan ini dapat memengaruhi generalisasi hasil, namun tetap 

memberikan kontribusi penting dalam membuka ruang kajian hukum yang lebih luas terhadap isu 
pengelolaan sampah berbasis masyarakat. 
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Hasil dan Pembahasan 
Pengelolaan Sampah 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih menjadi kendala utama dalam 
pengelolaan sampah di tingkat lokal. Hal ini berdampak langsung terhadap tingginya volume sampah 
yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Persoalan sampah sendiri telah menjadi komponen 
fundamental dalam pembangunan, bukan sekadar isu pencemaran lingkungan semata. Faktor 

geografis, sumber daya alam, politik, ekonomi, dan sosial budaya semuanya berkaitan erat dengan 
permasalahan ini, menjadikannya isu multisektoral yang memerlukan pendekatan lintas sektor 
(Fadhilah, 2023; Yulias, 2022). 

Sebagai respon terhadap kondisi ini, inisiatif pembuatan bank sampah muncul sebagai proyek 
rekayasa sosial yang bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah adalah barang 
yang tidak berguna, menjadi sebuah aset ekonomi yang memiliki nilai pasar (Anggita, 2021; Syabrina, 

2022). Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi mengenai pemilahan dan 
pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, tetapi juga sebagai katalis bagi masyarakat untuk mulai 
mendaur ulang, mengklasifikasikan, dan memanfaatkan sampah secara berkelanjutan.  

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan sampah memerlukan lebih dari sekadar inisiatif. 
Diperlukan kesadaran hukum, ketersediaan infrastruktur, serta pelibatan aktif dari masyarakat, pelaku 
usaha, dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, tanggung jawab atas pengelolaan sampah tidak hanya terletak pada pemerintah daerah, 
tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang wajib melaksanakan pengurangan dan penanganan 
sampah sesuai standar (Setyawahyuningtyas, 2019 dan Emila, 2018).  

Dalam praktiknya, sejumlah daerah telah berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah 
berbasis masyarakat dapat memberikan hasil nyata. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 11.000 bank sampah aktif 

di seluruh Indonesia, meningkat signifikan dari sekitar 3.000 pada tahun 2017. Salah satu studi kasus 
di RW 08 Merbabu Asih, Kota Cirebon, mencatat pengurangan volume sampah hingga 30% dalam 
waktu satu tahun berkat program bank sampah (Mudviyadi, 2021). Selain itu, masyarakat memperoleh 

pendapatan tambahan antara Rp50.000–Rp150.000 per bulan melalui partisipasi dalam program 

tersebut.   

Kendati demikian, kontribusi ekonomi dari bank sampah masih bersifat pelengkap dan belum dapat 
dijadikan sumber penghasilan utama (Jenderal & Riset, 2021; Sidarta et al., 2021). Oleh karena itu, 
dibutuhkan pendekatan yang konsisten dan sistematis dalam implementasi program, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar pengelolaan sampah menjadi bagian dari 
kebiasaan kolektif masyarakat, dan bukan sekadar inisiatif jangka pendek.  

Diskusi  
Pembangunan desa merupakan strategi yang digunakan pemerintah desa untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial masyarakat, taraf hidup, dan mengurangi kemiskinan (Azra & Afif, 2024; Nggilu & 
Towadi, 2022). Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, 
penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 
(Kamuli et al., 2023; Nurikah, 2022). Salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di 
desa adalah pengelolaan sampah.  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan landasan hukum 
yang kuat mengenai tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha (Prasanti & 
Yudhastuti, 2023). Namun, dalam praktiknya implementasi di lapangan masih menghadapi banyak 
hambatan. Beberapa di antaranya adalah minimnya infrastruktur seperti TPS 3R, keterbatasan sumber 
daya manusia, lemahnya edukasi lingkungan, serta penegakan hukum yang belum konsisten. 
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Masyarakat masih banyak yang menganut kepercayaan tradisional bahwa sampah adalah sesuatu 

yang najis dan harus segera dibuang, tanpa memperhatikan cara dan tempat yang tepat. Akibatnya, 
kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah tergolong rendah. Di sisi lain, 
peraturan yang sudah ada seringkali belum sepenuhnya diterapkan secara efektif karena lemahnya 
pengawasan serta kinerja aparat penegak hukum yang kurang maksimal. 

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan kebijakan pengelolaan 
sampah. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi tersebut adalah melalui pengelolaan bank sampah. 

Bank sampah merupakan sistem pengumpulan sampah kering yang telah dipilah dan memiliki nilai 
ekonomi, dikelola seperti sistem perbankan, di mana masyarakat menjadi nasabah yang menyetorkan 
sampah sebagai bentuk tabungan (Yulia, 2021). Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat 
finansial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya gotong royong. 

Studi kasus di RW 08 Merbabu Asih, Kota Cirebon, menunjukkan bahwa kehadiran bank sampah 
mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap sampah, dari yang sebelumnya tidak bernilai 

menjadi sumber pendapatan tambahan. Meski kontribusi ekonominya masih kecil dibandingkan 
pendapatan utama warga (Dwi Pujiyanto, Juliansyah, 2021), bank sampah memberikan nilai sosial, 
edukatif, dan lingkungan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Mudviyadi, 2021), bahwa 
inisiatif bank sampah desa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat serta membuka 
peluang kerja lokal.  

Namun, tidak semua wilayah menunjukkan hasil serupa. Perbandingan antara Kota Surabaya dan 

Kabupaten Bantul menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Surabaya 
berhasil mengelola 70% sampah rumah tangga melalui dukungan pemerintah kota yang aktif dalam 
penyuluhan, pelatihan, dan subsidi operasional. Sementara itu, di Kabupaten Bantul, terbatasnya 
infrastruktur dan dukungan pemerintah membuat hasilnya kurang optimal. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis: (1) Peningkatan 
edukasi dan literasi lingkungan melalui kurikulum sekolah dan media lokal; (2) Dukungan insentif 

operasional bagi bank sampah aktif, seperti bantuan sarana dari KLHK, insentif pajak, atau imbalan 
tunai; (3) Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring aktivitas bank sampah secara real-time;                    
(4) Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan supervisi yang konsisten. 

Kebijakan lingkungan yang efektif juga harus disertai dengan evaluasi berbasis data. Sayangnya, 
menurut laporan KLHK tahun 2021, hanya 42% pemerintah daerah yang memiliki sistem pelaporan 
dan monitoring pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara sistematis. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan penyusunan kebijakan berbasis kebutuhan lokal (bottom-up), bukan semata-
mata dari pusat (top-down). 

Secara keseluruhan, pengelolaan sampah melalui bank sampah merupakan contoh nyata 
bagaimana sinergi antara kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan pembangunan ekonomi dapat 
tercapai secara berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta, pembangunan desa yang bersih, sehat, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil. 

 

Simpulan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa tanggung 
jawab pengelolaan sampah tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi juga 
menjadi kewajiban bersama masyarakat dan pelaku usaha. Paradigma ini mengharuskan adanya 
perubahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah, terutama dalam upaya pengurangan dan 
penanganan sampah sejak dari sumbernya. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang efektif 

adalah melalui pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah, yang terbukti tidak hanya memberikan 
manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam edukasi dan pembentukan kebiasaan positif terkait 
pengelolaan sampah. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah daerah 
memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan Bank Sampah melalui perbaikan regulasi, 
seperti memberikan insentif fiskal atau non-fiskal bagi masyarakat dan komunitas yang aktif dalam 
pengelolaan sampah. Selain itu, strategi pemberdayaan masyarakat juga perlu ditingkatkan, misalnya 
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melalui pelatihan rutin, program edukasi lingkungan, serta integrasi bank sampah ke dalam kurikulum 

sekolah dan kegiatan karang taruna.  

Kolaborasi multi-pihak, yang melibatkan sektor swasta, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan, 
perlu diperkuat untuk mendukung operasional dan pendanaan Bank Sampah. Untuk meningkatkan 
partisipasi warga, penerapan model insentif seperti sistem poin yang dapat ditukar dengan kebutuhan 
pokok atau layanan publik juga dapat menjadi pendekatan yang efektif. Lebih lanjut, dibutuhkan 
penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, namun 

dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Pemerintah pusat dan daerah perlu 
bersinergi dalam menyusun kebijakan yang berbasis data dan kondisi lokal, agar strategi pengelolaan 
sampah berbasis masyarakat dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak 
nyata terhadap kebersihan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
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